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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

1. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana 

yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam perkara Nomor 813 

K/Pid/2023. Majelis hakim menjatuhkan putusan berupa: menyatakan 

terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama” dan 

“tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak 

bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. 

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan 

penjara seumur hidup, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar 

atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. 

2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pembunuhan berencana dalam perkara Nomor 813 K/Pid/2023 bahwa 

hakim mempertimbangankan dalam bentuk yuridis dan non-yuridis. Dalam 

mengambil suatu keputusan pada sidang di pengadilan, hakim juga harus 

mempertimbangkan beberapa aspek seperti kesalahan terdakwa, tujuan 

terdakwa, akibat perbuatan terdakwa dan kondisi terdakwa. 

B. Saran  

1. Menyarankan kepada Majelis Hakim yang mempunyai kekuasaan untuk 

memutuskan suatu perkara yang nantinya mampu menciptakan suatu 
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keadilan dalam masyarakat dan Kejaksaan yang mempunyai hak untuk 

mempertahankan argumennya yang terdapat dalam tuntunnya dengan bijak, 

yang mana para penegak hukum tersebut merupakan wakil masyarakat. 

2. Menyarankan kepada Majelis Hakim Agung dalam memeriksa penerapan 

hukum dengan tepat, seharusnya Hakim Agung dalam kasus ini tidak lagi 

mempertimbangkan faktor meringakan sebagai dasar dalam pemberian 

pengurangan hukuman pidana karena faktor meringakan tidak menjadi 

pertimbangan pokok. 
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